BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian, dan pengumpulan
data dari permasalahan yang terjadi diatas. Penulis ingin
menyampaikan bahwa proses manajemen advokasi transnasional
LGBT merupakan agenda yang dilakukan oleh jaringan-jaringan
LGBT dengan tujuan mengedepankan hak-hak asasi para
penganut LGBT. Mereka bekerjasama untuk memberikan
pengaruh kepada kebijakan pemerintah Indonesia, agar
pemerintah Indonesia mau terbuka dan memberikan hak-hak yang
sama sebagai warga negara yang sah bagi para penganut LGBT.

Pada penelitian ini penulis ingin menyampaikan langkah
advokasi yang dilakukan transnasional LGBT di Indonesia.
Tertutupnya akses para aktivis advokasi dan NGO LGBT di
Indonesia membuat mereka harus melakukan kerjasama dengan
aktivis advokasi dan NGO LGBT internasional agar pemerintah
Indonesia mau mendengarkan dan melakukan tindakan terhadap
fenomena LGBT ini. Para aktivis juga membutuhkan bantuan
untuk dapat meyakinkan pemerintah Indonesia agar menghapus
semua tindak diskriminasi terhadap para penganut LGBT di
Indonesia. Konsep  transnational  advocacy  networks

digunakan untuk mewujudkan advokasi dapat berjalan dan
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memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan keputusan
pemerintah Indonesia. Aktivis-aktivis LGBT di Indonesia sangat
gencar melakukan advokasi, dengan bantuan NGO internasional
dan membangun sebuah jaringan yang saling berkaitan agar
masyarakat Indonesia juga dapat melihat teman-teman para
penganut LGBT juga termasuk masyarakat Indonesia. Stigma
negatif yang masih tertanam di masyarakat Indonesia membuat
banyak sekali tindakan diskriminasi terhadap para penganut
LGBT. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa LGBT tidak
sesuai dengan budaya dan norma-norma yang ada di Indonesia.

Jaringan transnasional ini dibangun dengan atas dasar
penghapusan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap para
penganut LGBT di Indonesia yang mengacu pada Yogyakarta
Principles, DUHAM, dan CEDAW ingin memberikan
perlindungan kepada para penganut LGBT, dan memberikan
dukungan moril kepada mereka.

Tindakan dan program yang dilakukan adalah berupa ikut
berpartisipasi dan mengajak organisasi-organisasi yang ada di
Indonesia dalam forum internasional tentang permasalahan
gender dan seksualitas untuk meningkatkan kehidupan para
penganut LGBT di seluruh penjuru dunia, memberikan
pengetahuan tentang fenomena LGBT di organisasi internasional,
jaringan yang tersebar dan komunikasi dengan organisasi LGBT
lainnya, penyuluhan, bimbingan, pengkajian, dan penelitian serta

membantu menyuarakan pandangan terhadap fenomena LGBT.
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Memberikan edukasi kepada seluruh mitra jaringan, memberikan
edukasi kepada para aparatur-aparatur pemerintah Indonesia,
memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia baik melalui
diskusi, workshop, event-event tertentu ataupun melalui tulisan di
web, sosial media, bulletin, majalah, dan sebagainya.

Menawarkan dukungan hukum kepada para penganut
LGBT dan organisasi LGBT di Indonesia, menginformasikan,
dan memberikan pengetahuan tentang LGBT. Mereka juga
bekerja untuk mereformasi politik Indonesia melalui lobi-lobi dan
kampanye.

Disinilah tugas para aktivis LGBT untuk mengubah
stigma tersebut. Dengan teori konstruktivis para aktivis LGBT ini
mencoba untuk memberikan pemahaman akan identitas seksual
yang berbeda ini, bahwa sejatinya norma-norma yan berlaku di
Indonesia itu dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu.
Norma terbentuk karena adanya komunikasi, cara pandang
masyarakat dan lingkungan yang terus berkembang. Jadi mau
tidak mau kita sebagai masyarakat juga harus bisa berkembang
dan terbuka dalam hal pemikiran tentang fenomena LGBT ini.

Isu HAM yang menjadi sorotan utama dalam fenomena
LGBT ini, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia
masih menutup mata dengan fenomena LGBT. Pemerintah
Indonesia tidak memprioritaskan fenomena LGBT ini kedalam
pengambilan keputusan. Dengan sikap seperti ini dapat dikatakan

bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia menolak LGBT. Tingkat
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kriminalisasi dan diskriminasi yang masih terus terjadi tanpa ada
pencegahan dan sikap yang tegas dari pemerintah membuat
aparatur-aparatur negara dan pihak berwajib bertindak sewenang-
wenang tanpa melihat konstitusi tertinggi di Indonesia, yaitu
Undang-Undang Dasar.

Peran jaringan yang terbentuk sangatlah baik dalam
melakukan pendekatan, baik secara individu, kelompok, maupun
pemerintah. Melalui lembaga-lembaga internasional, kelompok-
kelompok,  komunitas-komunitas, dan  jaringan-jaringan
internasional, proses advokasi dapat berjalan, berkembang, dan
menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam sebuah lembaga
terdapat norma-norma dan mekanisme yang dapat mengatur,
memberi, dan mempengaruhi setiap tindakan dan kebijakan
negara-negara lain.

Mungkin  banyak pertimbangan yang dilakukan
pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena LGBT ini.
Indoensia yang mayoritas Muslim pasti menolak keras LGBT
bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia, namun tidak dapat
disangkal bahwa perkembangan LGBT di Indonesia berkembang
dengan pesat. Disatu sisi Indonesia yang merupakan bagian dari
OKI yang secara jelas dan terang menolak LGBT, dan Indonesia
juga termasuk anggota dari PBB yang memiliki kebijakan untuk
menjunjung tinggi hak-hak para penganut LGBT.

Dengan keadaan yang seperti ini membuat para penganut

LGBT mudah diserang, tidak adanya perlindungan terhadap para
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penganut LGBT membuat mereka menjadi waspada dan tidak
mudah untuk menunjukkan identitasnya. Entah sampai kapan
pemerintah akan bersikap seperti ini. Penulis berharap pemerintah

Indonesia tidak lagi tertutup terhadap fenomena LGBT ini.

Rekomendasi

Pemerintah diharapkan mengakui secara resmi keberadaan
kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan
identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat
Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi
manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia
lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui
mekanisme HAM yang sudah ada.

Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang
didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, baik yang
dilakukan oleh pejabat negara (termasuk petugas kepolisian dan
pamong praja) maupun oleh masyarakat umum (termasuk
organisasi berbasis agama) dengan mengusulkan undang-undang
atau kebijakan anti diskriminasi.

Prioritaskan peninjauan kembali semua kebijakan negara
(termasuk Perda) yang secara langsung maupun tidak langsung
mengancam hukuman pidana dan mendiskriminasikan kelompok
LGBT, serta harmonisasikan undang-undang, kebijakan dan

praktek hukum nasional dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta.
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Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar
menyediakan layanan kesehatan untuk kelompok LGBT,
termasuk pemuda LGBT, serta membina hubungan kerja sama
dengan kelompok-kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender
(LBT) dalam program-program yang mendukung hak
mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
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Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat Komunitas LGBT
belakangan ini menjadi diskursus yang mengemuka. Hal ini dipicu oleh pernyataaan para Pejabat Publik
yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap itas LGBT. hak-hak diatas
telah dijamin dalam Konstitusi, dalam UUD 1945 Pasal 28.

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui Program Nawacita telah bertekad untuk
memperteguh i dan i sosial ia melalui iji memperkuat

dan i ruang-ruang dialog antarwarga. Pernyataan para Pejabat
Publik akhir-akhir ini terkait LGBT justru bertentangan dengan tujuan Nawacita tersebut dan memicu
terjadinya kekerasan terhadap Komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan para
Pejabat Publik, yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh Media, memperberat kehidupan
Komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Komnas HAM pada 2015, Komunitas LGBT terutama mengalami kesulitan dalam
pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang
adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa media berperan
besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait LGBT.

Pada tahun 2006 di Yogyakarta diadakan pertemuan para ahli HAM internasional untuk

ikapi berbagai kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual
minoritas. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut Prinsip-prinsip Yogyakarta dan
berisi Hukum Hak Asasi dalam dengan Orientasi

Seksual dan Identitas Gender. Prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal untuk menerapkan
hukum hak asasi manusia internasional untuk pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual

minoritas untuk i perli hak asasi manusia. Prinsip Yogyakarta ini
juga menjadi dasar Komnas HAM dalam di g ter inya hak-hak LGBT oleh Negara.
hnya keberadaan itas LGBT telah diakui oleh Negara, antara lain dengan adanya

Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya
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gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman
P i dan Eval i Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahuan
2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian sebagai kelompok sasaran yang menerima
manfaat dari program coda departeman tersebut. Namun demikian peraturan peraturan
Negara tersebut perlu disempurnakan dan diperbaiki agar sesuai dengan semangat yang
tertuang dalam Prinsip-prinsip Yogjakarta. Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat
memastikan setiap program kementrian terkoordinasi satu sama lain, menghapaus ego
sektoral dan ikan progr: program yang ibatkan LGBT didasarkan pada
pemenuhan HAM (human rights based policy). Diluar kekurangan peraturan-peraturan ini,
beberapa langkah pemimpin daerah seperti Bupati Batang, j gt patut diapresiasi.
Mereka memiliki komitmen dalam upaya ikan perli; terhadap kel LGBT
sebagai kelompok yang rentan diskriminasi dan kekerasan oleh pihak lain. Inisiatif ini patut
direplikasi ke dalam peraturan nasional hingga negara benar-benar hadir dalam upaya untuk

ikan perli dan ikan setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi
atas dasar apapun il i oleh k itusi

Berkaitan dengan hal di atas Komnas HAM mendesak Negara untuk hadir memberikan perlindungan
dan hak i LGBT i yang tertuang dalam Konstitusi dan program
Nawacita. Untuk itu Komnas HAM mendorong:

1. Para Pejabat Publik untuk menghentikan memberikan pernyataan-pernyataan negatif yang
memicu timbulnya kekerasan dan HAM bagi i LGBT serta mengambil
kebijakan dan program yang mengacu pada Prinsip-prinsip Yogjakarta terkait Komunitas LGBT;

2. Media Massa untuk memberitakan secara berimbang dan tidak memberitakan hal-hal yang
menimbulkan stigma dan kekerasan bagi Komunitas LGBT;

3. y untuk tidak diskriminasi dan kekerasan kepada Komunitas LGBT.

Muhammad Nurkhoiron

(Komisioner Komnas HAM,

dan
Pelapor Khusus HAK MINORITAS di Komnas HAM)
( Kontak Person, 081514027018)
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Wawancara dilakukan di Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Jalan Latuharhary No. 4B,
Menteng, Jakarta Pusat 10310, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Hari Kamis 04 April 2018 pukul 10:59 WIB. Narasumber Eka
Crhristiningsih T, salah seorang Human Rights Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia.
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